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LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : JI. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 13 Mei 2022

Nomor : 280/DPMPTSPTK/\V/2022
Lampiran

Kepada
. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Perihal  : [zin Penelitian

Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Nomor :
074/343/Kesbangpol/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian
maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : AQILA

Nomor Pokok : B021181019

Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Institusi : UNHAS MAKASSAR

Alamat : JL. DAMAI LR. 2 TAMALANREA UNHAS
MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelifian Badan Pengelolaan Keuangan da= Pendapatan
Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka SKRIPSI dengan judul “PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP HUTAN KEMASYARAKATAN (STUDI
KASUS KECAMATAN BULUKUMPA)" yang akan berlangsung pada tanggal 16 Mei s/d 20
Mei 2022,
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang
bersangkulan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
. Memaluhi semua Peraluran Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan
adal - istiadal yang berlaku pada masyarakat setempat;
. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu)
eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu
yang telah ditenlukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Swn

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergupakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);

2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.
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1.2  Surat Surat Keterangan Wawancara dan Persetujuan Menjadi

Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SARRIAGA €BND, S. Hu. MM
Pekerjaantabatan : Kabtd  pndatzan R Fmazmbgm Findgotan

Menerangkan baliwa nama dibawah ini:

Nama : Aqgila
NIM :B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara
dengan saya pada tanggal 19 Mei 2022 , bertempat di \(nvwr EPKPD

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di
Kecamatan Bulukumpa).

temikian surat pernyvataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber

CAHRIANA sAlb, C.Hub . Mm

Nio. LTG5 0101 200003 2 01,
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LEMBAR PERSETUJUAN MEN.JADI NARASUMBER

Sava yang berianda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi
wiforman dalam peneliian yang dilakukan oleh saudan Agila yang berjudul
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyamkatan
(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

saya memahami ahwa penelitian im tidak akan berakibat negative terhadap
diri saya dan akan dijaga kerahasiaannva olch peneliti serta hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan

dalam penelinan ini
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasuniber

oD

Nip. (9750101 200003 3010.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama - AwALUNDIN ANUR
PekerjaaniJabatan @ RS / MG avor 97 gD .

Menerangkan bahwa nama dibawah ini-

Nama cAqila
NIM : B0O21181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara

dengan saya pada tanggal 19 W&\ 2032~ bertempat di Ao BEPD.

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak
Bumi dan Banguman terhadap Iutan Kemasyamkatan (Studi Kasus di
KecamatanBulukumpa).

Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, (9 Mel 2022

narasumbg

AWALUONLY  AsUR-
Nip. (9830304 200502 |00
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi
informan dalam penclitian yang dilakukan oleh saudari Agila yang berjudul
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan
(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

saya memahani ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap
din saya dan akan diyjaga kerahasinannya olch peneliti serta hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan
dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber

Awaupmn AsNUR

Nip (9@30’{04 200502 (00>.
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S T KETERANGAN ARA

yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Eka Mardiant Mardin $-Hut  M.S
Pekerjaan/Jabatan ~ : PCV\YMIU\" Kehutau av

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqila
NIM : B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara
dengan saya pada tanggal | Wei ap22 - bertempat di QereamiarT kTl

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di
Kecamatan Bulukumpa).

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber

Eke Mardian  Madin
Nip. 19030822 200804 2 @2
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi
informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Aqila yang berjudul
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan
(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap
diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan
dalam penelitian ini.
Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber

Eha 'Mardi an Mandin
Nip. 19830922 200004 2002
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : s Axhdiar ,SE JA(.U‘ ~JAW!
Pekerjaan/Jabatan  : LURAH, KEWRAHAN

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama cAgila
NIM :B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara "
dengan saya pada tangeal {2 ME1 2030 , bertempat di Kantor (urab jaw!-JaW!

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarkatan (Studi Kasus di
Kecamatan Bulukumpa).

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

100



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi
informan dalam penclitian yang dilakukan oleh saudari Agqila yang berjudul
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan
(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap
diri saya dan akan dijaga kerahasinannya oleh peneliti serta hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan
dalam penelitian ini.

Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narastmber
=

;

i
p/s'zb 199203 | 09
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

vang bertanda tangan ibawah ini:
Nama C(e5fA~ GH
Peker;aan/Jabatan : k(gd. \l M-.—
Menerangkan bahwa nama dibawah ini:
Nama s Aqila
NIM 1 B021181019
Fakultas/Prodi . Hukum/!Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersehut diatas telah melakukan wawancara
dengan saya pada tanggal 3 Jult 2072 , bertempat di K“"‘P““‘J LArdd

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di

Kecamatan Bulukumpa).
Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber

(2syem S

7
Nip.
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda iangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi
informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Agila yang berjudul
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan teruadap Hutan Kemasyarakatan
(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

sava memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap
din saya dan akan dijaga kerahasiaannya olch peneliti serta hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi infonman

dalam penelitian ini.

Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasipnber

lesym SH

Nip
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Mulnamwlad \(“““

Pekerjaan/Jabatan Pduw / Kelua Rw
Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqgila
NIM : B021181019 .
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas tclah melakukan wawancara
dengan saya pada tanggal 4 (y) 1097 . bertempat di K"‘Y""“) buvea Ha\/a()ah

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di

Kecamatan Bulukumpa).

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan

Mubioswoad Sosis

Nip.

104



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN
==—aAn T —on T UJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi
informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Aqila yang berjudul
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan
(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap
din saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan
dalam penelitian ini.

Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan

Mudram \/M“" -

. Nip.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama 2 Abdul Hdl(m
Pekerjaan/Jabatan  : Purau

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqgila
NIM - B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara
dengan saya pada tanggal [\ Mgy 9022 . bertempat di SEKRETARIAT kd Bunge

Dalam rangka melenckapi data penehitian skrpsi yang berjudul Pengenaan Pajak ( opan
Sumi dan Banguoan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di
Kecamatan Bulukumpa).

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinva.

Bulukumba,

narasumber

Nip. Abd“’ HﬂflM
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

L e s s R

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedin menjadi
informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudan Agila yang berjudul
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarkatan
(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap
diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya olch peneliti serta hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan
dalam penelitian ini.

Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber

%’Z Arbul HAUW

Nip.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama 2 Nur?'vda,-
Pekerjaan/Jabatan - (Bu Pumak Tangoa

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama :Aqila
NIM : B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa lersebut diatas telah melakukan wawancara
dengan saya pada tanggal || pAA 9022 , bertempat di Sexretariat -‘(TH Bunga
Havopan

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarkatan (Studi Kasus di

Kecamatan Bulukumpa),

Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber

Nurpda

Nip.
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi
informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Agila yang berjudul
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan
(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap
din saya dan akan dijaga kerahasiaannya olch peneliti serta hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi infonman
dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk diganakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber

g(ﬂ‘l\lurﬁda

Nip.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama s Hwpar

Pekerjaan/Jabatan  : W‘(M*f (
Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqila
NIM : B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara
dengan saya pada tanggal 3 My w2 , bertempat di Runga Hara pa

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di
Kecamatan Bulukumpa).

Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan

Ui

Nip.
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi
informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Agila yang berjudul
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan
(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap
diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan
dalam penelitian ini.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan

Nip.
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1.3 Peta Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bulukumpa dengan
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LOKASI INDIKATIF DAN AR! \NAN SOSIAL

&\‘ Lokasi Indikatif Arahan Perhutanan Sosial
D Areal Perhutanan Sosial

: Hutan Adat

STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

|
L]
[

Kawasan Suaka Alam/
Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Konservasi Perairan

||
(.

Hutan Lindung

Hutan Produksi Terbatas
DASAR PEMBUATAN PETA

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: R.83/Men

tentang Perhutanan Sosial tanggal 25 Oktober 2016
2. Surat Menteri Li Hidup dan

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :

2. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Seluruh Indonesia,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Seluruh Indonesi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4. Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase II Skala 1

Menteri L Hidup dan Nomar SK.10;
6. Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nastonal Skala 1 : 250.000
{Lampiran Keputusan Menter LHK Nomor SK.130/MenLHK/Setjen/|

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

9. Masukan dar masyarakat atau usulan pemerintah daerah.

KETERANGAN :
® Thukota Provinsi == Batas Negara
@ Ibukota Kabupaten/Kota _= Batas Provinsi
Jaringan Jalan ===  Batas Kabupaten
Sungai dan Anak Sungai D Danau/Waduk

Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi yang dapat dikonversi

Areal Penggunaan Lain

LHK/Setjen/Kum.1/10/ 2016

Nomor SK.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.O/4/ 2020
tanggal 21 April 2020 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V).

250.000, Badan Informasi Geospasial 2017

a Sampal Dengan Tahun 2017,

: 2.000.000 (Lampiran Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6647/MenLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/8/2019)
5. Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2020 Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan
tenLHK-PHEL/KPHP/HPL.0/12/2015)

PKL.0/2/2017)

7. Data Penataan Hutan KPHL dan KPHP pada RPHIP Sah sampal dengan Desember 2019,

8. Data Izin Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Desember 2019
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1.4 Dokumentasi Penelitian
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